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BAB I1
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawas dan
Penempatan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Bengkulu sebagian sudah melakukan pengawasan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa Undang-undang
Nomor 13 Tahun 23 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan, yang pada umumnya fokus pada tata cara penggunaan
tenaga kerja asing seperti halnya RPTKA, IMTA dan Izin Tinggal. Sebagian
belum sesuai perihal prinsip kolaborasi dalam pengawasan, yang ditegaskan
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun
2016 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawas dan Penempatan
Tenaga Kerja belum melibatkan organisasi buruh dalam melakukan
pengawasan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Padahal jika dilakukan turut membantu Kinerja pengawasan, mengingat
jumlah pengawas tenaga kerja hanya sedikit untuk mencakup seluruh provinsi

Bengkulu.
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B. Saran
Dari hasil penelitian dan berdasarkan data yang telah dibahas peneliti
mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Bengkulu, peneliti memberi saran berikut:

1. Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam melakukan
pengawasan ke delapan perusahaan setiap bulan perlu berkolaborasi
dengan organisasi buruh regional maupun yang ada pada perusahaan untuk
mempermudah dalam proses pemeriksaan. Hal ini guna mempermudah
pengawasan terhadap lokasi-lokasi perusahaan yang sulit dijangkau.

2. Perlu adanya persepsi yang serupa antara Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Bengkulu dengan Kantor Keimigrasian Kelas | mengenai
orang asing yang bekerja dan berkunjung. Sebab orang asing yang bekerja
harus dibuktikan dengan adanya bayaran dari perusahaan yang
mengutusnya. Sementara orang asing yang berkunjung untuk melakukan

survey juga harus dibuktikan tidak adanya bayaran dari perusahaan.
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